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(HR Ahmad dan Al-Bazzar melalui Abu Hurairah).
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Penulisan

PEDOMAN TRASLITERASI ARAB LATIN

transliterasi

Arab-Latin dalam
pedoman transliterasi dari keputusan bersama M
Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun

penelitian ini menggunakan
enteri Agama RI dan Menteri
1987 dan no. 0543 b/U/1987.

Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

I Konsonan Tunggal
Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan

| alif A -
- ba b be
< ta t te
< sa 5 es dengan titik dj atas
d Jjim j je

d ha h ha dengan titik di bawah
d kha kh ka-ha
4 dal d de
3 74 z z dengan titik di atas
J ra r er
J zai z zet

H sin S es

i syin sy es-ye

xud sad § es dengan titik di bawah

w dad d | de dengan titik di bawah
2 ta { te dengan titik di bawah
= za 74 zet dengan titik di bawah
& Tain ‘ koma terbalik di atas
é gain g ge
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i fa f ef
A3 qaf q ki
& kaf k ka
J lam I el
2 mim m em
U nun n en
3 wau w we *
A ha h ha
apostrof (tetapi tidak
¢ hamzah ’ dilambangkan apabila ter-letak di
awal kata)
¢ ya y ya
2. Vokal
a. Vokal Tunggal
| Tanda Vokal Nama Huruf Latin Nama |
' Fathah a A
_ Kasroh i I
B S Dammah u U
b. Vokal Rangkap
Tanda Nama Huruf Latin Nama
“ Fathah dan alif Al a-i
5 Fathah dan wau Au a-u
Contoh:
S kaifa — Jd¥ —p haula



¢. Vokal Panjang (maddah)

Tanda Nama Huruf Latin Nama
j - Fathah dan alif - a dengan garis di atas
s Fathah dan ya - a dengan garis di atas
¢ . Karah dan ya - i dengan garis di atas
3 Dammah dan wau - u dengan garis di atas
Contoh:

J6 - gala

@) - rama

3. Ta’ Marbutah
a.  Ta Marbutah hidup
Ta” marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan

dammabh, transliterasinya adalah “t

b. Ta’ Marbutah mati
Ta’ marburah yang mati atau mendapat harkat sukun, translitcrasinya
adalah “h*.

¢. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta’ marbutah diikuti olch kata yang
menggunakan kata sandang “al” scrta bacaan kedua kata itu terpisah,

maka ta’marbutal itu ditransl

Contoh:
dodb > Talhah atau Talhatu

29

JE - qgila

2 2
Js&i- yagilu

itcrasikan dengan “t “ atau “h*.

&1 Ao gy ——p Raudal al-Jannah atau Raudatul Jannal

4. Syaddalh (Tasydid)
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda syaddah, dalam translitcrasi ini tanda syaddah terscbut
dilambangkan dcngan huruf yang sama dengan  huruf yang diberi tanda
syaddah itu.

Contoh: W) - rabbana

¢

- fmma

<

5. Kata Sandang




Kata sandang “Ji ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda
penghubung ~__ 7, baik ketika bertemu dengan huruf gamariyyah maupun
huruf s'yam siyyah. Contoh:

Cotoh

?h.ﬁ --==al-qalamu
daj —--- al-rajulu

Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal. dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga unuk awal kalimat, nama diri.
dan sebagainya seperti ketentuan yang berlaku dalam EYD. Awal kata
sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf capital, kecuali jika terletak
pada awal kalimat.

Contoli :

Jgwy W dalag ——» wa ma Muhammadun illa rasul

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan
Arabnya mcmang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan
dengan kata lain schingga ada kata lain schingga ada huruf atau harkat yang
dihilangkan, maka huruf kapital tidak di pergunakan.

Contoh :

i by e el ———P nagrun minallahi wa fathun qgorib
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ABSTRAKSI

DPR Daerah merupakan dewan legislatif yang mempunyai peran sebagai dewan
pemilih dan menetapkan kepala daerah propinsi (gubernur) berdasarkan undang-undang
yang berlaku pada masanya, daﬁ tentunya telah diputuskan oleh ketetapan Presiden.

Sistem pemilihan kepala daerah propinsi yang ada di daerah Istimewa Yogyakarta
sebenarnya mempunyai keunikan tersendiri dibanding daerah yang lain. Keunikan daerah
tersebut yaitu terletak pada Keistimewaannya, namun penjelasan tentang keistimewaan
Yogyakarta sangatiah luas, baik secara historis, ataupun dalam pola pemerintahan yang
memakai system kerajaan, namun tetap mengikuti ketetapan Presiden RI. Pola
pemerintahan Yogyakarta memiliki sysfem kerajaan dan diakui oleh system
pemerintahan Islam yang tidak lepas dari konsep figih siyasah.

Polemik yang berkembang di daerah Isimewa Yogyakarta sekarang yaitu tentang
pemilihan kepala daerah yaitu adanya isu yang menginginkan pemisahan antara Kepala
daerah dengan gubernur, yang tentunya menggunakan konsep RUU Keistimewaan
Yogyakarta. Namun pemisahan antara Kepala daerah dengan Gubernur ditampik oleh
beberapa anggota DPR Daerah Istimewa Yogyakarta, karena belum ada kesepakatan dan
tidak ada ketetapan dari DPRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal tersebut
merupakan peran dari DPRD yang bertanggung jawab atas kelangsungan pada pemilihan

Kepala Daerah Propinsi (Gubernur) Daerah Istimewa Yogyakarta.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan yang ada dalam perkembangan tentang kepemimpinan yang
ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu tentang pemilihan kepala daerah dan
status kepemimpinan kepala daerah propinsi sebagai gubernur, ataukah adav
pemisahan antara gubernur dan kepala daerah. Menurut sejarawan UGM, Drs. Adaby
Darban, SU, menilai ada beberapa alternatif untuk memecahkan polemik siapa yang
paling berhak menjadi Gubernur (Kepala Daerah) dan Wakilnya, berkaitan dengan
Rancangan Undang-undang Keistimewaan DIY. Dari sekian alternatif yang muncul,
Adaby cenderung sepakat adanya pemisahan antara Gubernur dan Kepala Daerah.’

Konsekuesi Pemisahan jabatan itu, kepala daerah dipegang oleh Sri-Sultan
atau kalangan Kraton, tetapi untuk jabatan gubernur dipegang oleh pihak luar dan
dipilih secara demokratis. Pola pemerintahan ini mirip dengan sistem monarki yang
dipakai Negara Persemakmuran Inggris. Dalam pemisahan tersebut menjadi polemik
bagi DPRD yang berperan sebagai dewan pemilih dan pengangkat Kepala D_e_;e;ah
propinsi (Gubernur).

Hanya saja, meski kedua jabatan diserahkan secara terpisah kepada dua pihak

yang berbeda, namun setiap kebijakan yang fundamental tetap harus mendapat

' Minggu Kliwon 28 juli 2002, Bernas. Penjelasannya di Wisma Sargede, Umbulharjo,
Yogyakarta, seusai menjadi pembicara seminar “Menggagas Masa Depan Yogyakarta”, yang
diadakan Deputi Politik Hukum DPW Partai Keadilan DIY.



rekomendasi dari Sultan. Jadi, untuk urusan-urusan tertentu, Sultan sebagai Kepala
Daerah punya hak veto terhadap kebijakan yang akan diambil oleh gubernur.

Menurut sejarawan tersebut, sistem yang telah disebutkan tadi, dipandang
akan menyelamatkan keluarga Kraton dan Pakualaman. Karena kedua tokoh yang
menjadi kepala daerah dan wakilnya tidak bertanggung jawab kepada DPR. Yang
paling pantas bertanggung jawab adalah seorang Gubernur dari kalangan orang biasa,
makanya menurut sejarawan perlu adanya pemisahan antara Gubernur dan Kepala
Daerah.

“Kalau sebatas menjadi Kepala Daerah tanpa merangkap menjadi gubernur,
maka rakyat tidak bisa mengkritik Sultan”, demikian ungkapan Adaby. Ini berbeda
kalau Sultan langsung menjadi Gubernur, sehingga masyarakat secara langsung
melontarkan kritik, ketika terdapat kebijakan yang dianggap kurang memuaskan.
Namun hal tersebut belum ditanggapi oleh DPRD selaku dewan legislatif sekaligus
yang berperan sebagai dewan pemilih Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta.

Kepala daerah dalam Islam pada mulanya diberi nama ‘Amil, dan kemudian
dikenal dengan nama Amir. ‘Amil lebih banyak mempunyai tugas mengumpulkan
zakat, sedangkan Amir adalah panglima. Dipakai juga kata wali dan hakim. Ditangan
kepala daerah-lah terletak pemerintahan daerah dan komunikasi dengan ibu kota
sulit.?

Dalam undang-undang Otonomi Daerah pasal 1 bab ketentuan umum, bagian

(b) menjelaskan bahwa pemerintah daerah adalah kepala daerah beserta perangkat

? Harun Nasution, Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya, Cei: Ke. 5 (Jakarta: UT Press,
1985), 1. 109.



daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah. Kepala daerah propinsi
adalah gubernur yang dipilih oleh DPRD. Sistem pemilihannya berdasarkan
demokrasi dan asas LUBER.

Yogyakarta ° merupakan daerah yang mempunyai julukan daerah istimewa.
Istimewa yang berarti khas dan lain dari yang lain, dan merupakan kata keramat,
sekeramat kitab suci jika dihubungkan dengan Yogyakarta. Kata itu merupakan
identitasnya yang seolah-olah merupakan anugerah dari Tuhan yang tidak dapat
ditinjau kembali apapun yang terjadi kecuali Tuhan yang menghendakinya. Dan
daerah tersebut mulai dibangun oleh Pangeran Mangkubumi sejak paro kedua abad
ke-18.¢

Dalam sejarah Islam tidak ada daerah yang diistimewakan, tetapi yang ada

hanya daerah yang mempunyai landasan otonomi.” Dan Islam, selain sebagai agama,

’ Sejarah mencatat, bahwa sebagian dari negara Mataram setelah sebulan sejak palihan
nagari, pada hari Kamis pon, tanggal 29 Jumadil Awal 1680 (13 Maret 1755), diberi nama yaitu
Ngajogjakarta Adiningrat, beribukota di Ngajogjakarta, lihat, buku Jogjakarta 200 Tahun, <7 oltober
1756- 7 oktober 1956°, (Yogyakarta: Panitia Peringatan Kota Yogaykarta), tt, him. 13. Adapun
tentang penjelasan keistimewaan Yogyakarta ada dalam Isi dari UU No. 3 Tahun 1950, selain
menyangkut pemberiaan secara formal status keistimewaan pada daerah Yogyakarta, juga
memberikan pangkuan atas dua hal lain yaitu:

a) Pengakuan adanya satu daerah Istimewa yang meliputi Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten
Paku Alaman.

b) Penepatan kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk daerah Istimewa Yogyakarta yang
berasal dari keturunan keluarga yang berkuasa di Daerah Istimewa Yogyakarta. -

* Kata Pengantar Bambang Purwanto, Keistimewaan yang Sarat Beban Sejarah,
Membongkar Mitos Keistimewaan Yogyakarta, (Yogyakarta: IRE Press, 2003), hlm. xi

* Saiful Islam, Prinsip-Prisip Otonomi Daerah Dalam Pemerintahan Negara Islam, (Jakarta:
Pustaka Panjimas, april 2002), him. 5. Sejarah Islam yang akan mengungkap fenomena sejarah
otonomi pemerintahan yang mempunyai landasan sebagai berikut: Perfama, Dasar akidah MUrni,
meliputi iman kepada Alloh, malaikat, kitab, Rasul, Hari Akhir dan Qadha-Qadar, Kedua, Dasar
Syari’at Isalam, meliputi Implementasi praktis dua kalimat syahadat tauhid dan syahadat risalah,
penegapkan sholat, zakat, haji, puasa Ramadhan, Kefiga, Dasar beribadah dengan ihsan, untuk
melakukan lompatan maju ke depan, berijtihad membangun lembaga dan institusi ibadah diatas
konsep yang memiliki konsep yang memiliki dimensi kebenaran Rabbani.



persoalan yang pertama-tama timbul adalah dalam bidang politik,* dan juga
mempunyai sistem demokrasi dalam pemilihan kepala daerah, dan berbagai masalah
yang berkaitan dengan masalah pemerintahan.

Wacana demokrasi dalam pandangan Islam telah banyak dibahas pula dalam
kajian figih siyasah. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang mengakui hak
segenap anggota masyarakat untuk mempengaruhi keputusan politik baik secara
langsung atau melalui perwakilan’ Pembahasan ini menjelaskan bahwa pada masa
khilafah Islam lebih mengutamakan aspirasi masyarakat, seperti ketika Umar
memberi kesempatan kepada rakyat bukan hanya untuk berpartisipasi dalam
penyelenggaraan dan pembangunan negara, tetapi juga meminta kepada mereka
secara aktif untuk memberi kritikan kepada kebijakannya yang salah.

Demikianlah demokrasi yang pernah dijalankan oleh para khilafah pada
zaman dahulu. Namun tujuan yang sebenarnya dari demokrasi ialah kekuasaan
berada sepenuhnya pada rakyat. Seperti yang dikatakan Abraham Lincoln demokrasi
sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat ( Government of the
people, by the people, for the people ).* Maka otonomi daerahpun dibentuk

berdasarkan asas demokrasi, karena otonomi yang ada dalam konsep di Indonesia

¢ Harun nasution, Teologi Islam, Aliran-Aliran Sejarah Analisa Perbandingan, Cet. Ke 5

(Jakarta: Ul Press, 1986). hlm. 1.

7 M. Hasbi Amiruddin, Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman, (Yogjakarta: UIl
Press, 2000). him. 60

® Tertulis pada makalah, Seminar Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, oleh: Prof. Dr.
Muchsan, S.H. (Yogyakarta: UC UGM, 18 september 1999), him. 7.



diputuskan oleh presiden dan atas persetujuan DPRD, seperti UU No. 22 Tahun
1999, tentang pemerintahan daerah. °

Pemerintahan tidak bisa berjalan secara optimal ketika semuanya ditentukan
oleh Pemerintah pusat. Bagaimanapun pemerintah pusat tidak tahu secara pasti
tentang keadaan daerah. Keterbatasan ruang dan waktu yang menjadi faktor
utamanya. Tidaklah mungkin suatu keputusan yang dikeluarkan pemerintahan pusat
bisa menampung aspirasi seluruh rakyat dinegeri ini. Perbedaan kultur pada masing —
masing daerah menjadi penyebab utamanya. Maka disini perlu pemilahan dalam
penentuan kebijakan.

Kehadiran Undang-undang No.22/ 1999 mengenai otonomi daerah, tidak
dijadikan sebagai payung hukum dalam membedah sistem kekusaan yang selama ini
sentralistik, ' melainkan bagaimana semangat desentralisasi,'’ tidak merusak bentuk
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan juga nilai-nilai budaya lokal.

12Konsep NKRI, meski bersifat “satu” tetapi tetap mengakui lokalitas, sepanjang

? Isinya tentang Kewajiban DPRD yaitu a. mempertahankan dan memelihara keutuhan
NKRI, b. mengamalkan pancasila dan undang-undang dasar 1945, serta mentaati segala peraturan
perundang-undangan, c. membina demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah daerah, d.
meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah berdasarkan demokrasi ekonomi, dan e. memperhatikan
dan menyalurkan aspirasi, menerima keluhan dan pengaduan masyarakat, serta memfasilitasi tindak
lanjut penyelesaiannya.

10 Jawahir Thantowi, Islam, Politik, dan Hukum: Esai-esai Hmiah Untuk Pembaharuan,
(Yogyakarta: Madyan Press). him.114.

! Desentralisai biasanya disebut dengan dekonsentrasi, lihat dalam buku Alexander Abe,
Perencanaan Daerah Menurut Prakarsa Rakyat Dalam Otonomi Daerah, (Yogyakarta: Lapera
Pustaka Utama, 2001), hlm. 14. Dekonsentrasi disini yaitu pelimpahan wewenang dari pemerintahan
kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah dan perangkat pusat di daerah.

Sedangkan kebijakan desentralisasi yaitu melalui undang-undang No. 22 Tahun 1999,
hanya mempertahankan lima hal yang menjadi yuridiksi nasional yang tidak diberikan kepada daerah,
kelima yuridiksi tersebut adalah peradilan, pertahanan dan keamanan, prlitik luar negeri, moneter dan
fiskal, serta agama. Lihat dalam Oftonomi Daerah, oleh Komisi Hukum Nasional,
hitp://www.Komihukum.go.id/article-opinion. php?mode=detil&id=61, akses 15 maret 2004., hlm. 1.

12 Jawahir Thantowi, Ibid., him. 114




masih berada dalam koridor “satu”. Barangkali ini pula makna terdalam dari Bhineka
Tunggal Ika. Jadi otonomi bukan kemerdekaan daerah. '

Schingga demokrasi mempunyai kaitan dengan otonomi daerah, karena
otonomi daerah secara formal, sebagaimana yang disebutkan dalam UU No.22 tahun
1999,' bahwa otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur
dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
mengatas-namakan demi integrasi bangsa. ©°

Permasalahan dalam pemilihan kepala daerah terungkap pada saat ini,
sebenarrnya Menteri Dalam Negeri menghimbau bahwa pemilihan kepala daerah
dilakukan setelah pemilihan umum (Pemilu), namun pada kenyataannya DPRD DIY
tetap melakukan proses pemilihan yang dilakukan sebelum adanya pemilu tahun
2004, dan DPRD tetap pada kebijakannya tentang pemilihan kepala daerah dilakukan
mulai Agustus dengan dimulainya penyusunan tata tertib pemilihan kepala daerah
yang berlangsung di Gedung DPRD DIY jalan Malioboro Yogyakarta.'® Karena
Daerah kondisi Yogyakarta yang aman, maka proses pemilihan Kepala Daerah
dilakukan pada bulan Agustus 2003. Yang berperan dalam proses sampai
pelaksanaanya yaitu DPRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sebutan DPRD menurut figih siyasah 'yaitu ahl al-hall wa al-*Aqdi, namun

kajian DPRD lebih luas dalam daerah tertentu, dan mempunyai fungsi legislatif,

13 Alexander Abe, Perencanaan Daerah, Memperkuat Prakarsa Rakyat..., him. 11.
¥ Ibid., him. 10

¥ Moh. Mahfud MD, Pergulatan Politik Dan Hukum Di Indonesia, (Yogyakarta: Gama
Media, 1999). him. 353.

' Bernas, (Yogyakarta: Jum’at, 21 Maret 2003), him. 1



tugas kontrol dan pengawasan kepala daerah (eksekutif) dalam melaksanakan

tugasnya dan juga dalam sistem pemilihan kepala daerah. !’

B. Pokok Masalah

Persoalannya kemudian, yang menjadi objek penelitian lapangan sesuai
dengan peristiwa yang terjadi pada saat ini. Apalagi dihadapi dengan masalah
pemilihan kepala daerah menurut kode etik kraton dan sesuai dengan Undang-
Undang No.22/1999 tentang otonomi daerah, secara faktual, kabupaten kota
kesultanan dan kahupaten kota pakualaman yaitu dasar hukum No.18/1946 dan
diperkuat dengan lahirnya UU No 16/1950. Dan ditambah dengan kontribusi fakultas
syari’ah, yang harus dikaitkan dengan kajian Figih siyasah atau sistem pemilihan
kepala daerah menurut pemerintahan Islam

Beberapa persoalan yang harus dibahas dalam rumusan masalah pada
penyusunan skripsi ini:
1. Bagaimana peran DPRD DIY dalam pemilihan kepala daerah pada era otonomi

menurut undang-undang otonomi daerah.

2. Bagaimana tinjauan Fiqih siyasahnya tentang pemilihan kepala daerah.

Perumusan masalah ini pada dasarnya adalah mencari pola alur dari persoalan
hingga solusinya. Yakni mencoba menguak bagaimana peran DPRD dalam

pemilihan kepala daerah pada era otonomi daerah. Sehingga terbentuknya daerah

Y B.N. Marbun, DPR DAERAE Pertumbuhan Masalah Dan Masa Depannya, (Jakarta
Timur: Ghalia Indonesia, 1983), him. 98-99.



istimewa yang memiliki sistem demokrasi walaupun mempunyai sistem kesultanan

atau keraton. Permasalahan inilah yang ingin dibahas oleh penulis dalam skripsi ini.

C. Tujuan dan Kegunaan
1. Tujuan
a) Untuk mendeskripsikan peran DPRD DIY dalam pemilihan kepala daerah di
era otonomi.
b) Untuk mengetahui sisi lain dari figih siyasahnya tentang pemilihan kepala
daerah.
2. Kegunaan
Penelitian ini tentunya tidak lepas dari konsep budaya yang sudah melekat pada
daerah Istimewa Yogyakarta dengan penerapan otonomi daerah. Penelitian ini
diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi dunia akademik, khususnya pada
Fakultas Syari’ah tentang bagaimana peran DPRD dalam f)emilihan kepala daerah di
DIY yang masih menggunakan sisgem kesultanan berdasarkan UU tentang otonomi

daerah dan kajian fiqih siyasah.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan-pembahasan tentang perpolitikan atau tentang kajian DPRD,
telah banyak kita jumpai dalam berbagai literatur dan hasil penelitian, tetapi belum
ada yang secara rinci dan detail membahas tentang peran DPRD DIY dalam
pemilihan kepala daerah pada era otonomi Tahun 2003. Namun isi pokok dari telaah

pustaka dalam skripsi ini yaitu tanggung jawab DPRD sebagai dewan pemilih dan



dewan pengangkat kepala daerah propinsi (Gubernur), yang terdapat dalam buku
DPR Daerah Pertumbuhan, Masalah dan Masa Depannya.

Penyusun mencoba mengkaitkan dan menyusun kalimat demi kalimat
sehingga tersusun menjadi skripsi. Pengambilan teori tentang peran DPRD
Yogyakarta dalam pemilihan kepala daerah, baik yang berupa Koran, buku atau
kitab, karya tulis, skripsi dan data atau rekaman hasil wawancara dengan staf bagian
humas dan informasi. Adapun buku yang berkaitan dengan Peran DPRD dalam
pemilihan kepala daerah pada era otonomi daerah yaitu:

Kitab Nazariyat as-Siyasat al-Islamiyat, maktabat al-Anjlu al-Mishriyat,
Mishr, karangan Muhammad Dhiya ‘al-Din al-Rayis, dalam buku ini menjelaskan
tentang peran DPR sebagai wakil rakyat atau mempunyai tuga{s memilih khalifah,
Imam, kepala negara secara langsung. Dan sebagai penampung aspirasi masyarakat.
Penjelasan ini lebih terpokus pada Bab V, sub Bab: ahl al-Hall wa al-‘Aqdi.

Figih siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, karangan Suyuti Pulungan,
M.A., kajian buku ini juga hampir sama dengan kitab yang diatas yaitu perpolitikan
islam, baik dalam sistem pemerintahan dan kenegaraan.

Islam, Politik, dan Hukum karangan Jawahir Thontowi Buku ini yang
terfokus membahas otonomi dacrah Yogyakarta dan budaya Yogyakarta tentang
pemilihan kepala daerah yaitu pada Bab 11 halaman 114 — 134.

Perencanaan Daerah “Memperkuat Prakarsa Rakyat Dalam Otonomi
Daerah”. Karangan Alexader Abe, buku ini membahas tentang bagaimana agar
masyarakat bisa ambil bagian dalam suatu proses pengambilan kebijakan

pembangunan. Masalah ini sebetulnya bukan sekedar persoalan teknis, melainkan
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menyangkut cara pandang terhadap “bagaimana keputusan publik” seyogyanya
diambil.

Sedangkan Penyusun mencoba mengkaitkan tulisannya dengan skripsi lain
seperti tentang sisi sejarah Yogyakartanya, yaitu yang berjudul Islam Kejawen di
Kraton Yogyakarta (Tinjauan terhadap Abdi Dalem Suranata dan Kaji) tahun 1996,
Penulisnya yaitu Tarbiyatul Banat, fakultas Adab, IAIN Sunan Kalijaga. Mengkaji
sejarah Yogyakarta secara Islam.

Skripsi lain yang betjudul Persiapan Pelaksanaan Otonomi Daerah dengan
Tutik Berat pada Daerah Tingkat II DIY yang disusun oleh Ni’matul Huda, Fakultas
Hukum UII tahun 1997. Penjelasannya hanya pada pelaksanaan otonominya saja

yang ada di daerah istimewa Yogyakarta.

E. Kerangka Teoritik

Peran ahlul Halli wa al-‘Aqdi (yang kemudian disebut DPR sekarang) pada
masa Islam yaitu masa Rosulullah, Khulafaur-Rasyidin yaitu masa Abu Bakar yang
memiliki sistem pemerintahan sentral (eksekutif, legislatif dan yudikatif terpusat
pada pemimpin tertinggi). '®menurut Islam peran ahl al-Hall wa al-‘Aqd yaitu
mempunyai wewenang sebagai wakil rakyat, tugasnya antara lain memilih khalifah,
imam, dan memilih kepala negara secara langsung.”® Maka sistem tersebut
dinamakan sentralistik, meskipun itu masalah otonomi yang sebenarnya bersifat

desentralistik, tetapi tetap berpedoman pada landasan Al-Qur’an dan hadist. Sebutan

*® Editor: Siti Maryam dkk, SPI, Dari Masa Klaski Hingga Modern, (Yogyakarta: Jurusan
SPI fakultas Adab Institut Agama Islam Negri Sunan Kalijaga &LESFI, 2002), him. 86.

M. Dhiya ad-Din ar-Rayis, An-Nazhariyat as-Siyasat al-Islamiyat, (Mishr: maktabat al-
Anjlu al-Mishriyat, 1960), hilm. 67.
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dari ahull Halli wa al-‘Aqdi kemudian dianggap dengan DPR, yang mempunyai
sistem syura 2° dalam melaksanakan keputusannya dan menyelesaikan masalahnya.

Mekanisme pemilihan kepala daerah sebenarnya sudah mulai pada masa Nabi
Muhammad saw, tetapi kemudian ditetapkan secara jelas pada mulai masa Umar,
karena kebijakannya, bergantung pada hasil mufakat atau hasil pemilihan dari rakyat
sendiri, namun tidak lepas dari proses sidang yang dilakukan oleh ahl al-Hall wa al-
‘Aqd setelah proses pemilihan Khalifah selesai. Dan sistem pemilihan Kepala daerah
menurut pemerintahan Islam juga dilakukan juga pada masa bani -umayah, yang
menggunakan konsep syura melalui ahlul Halli wa al-‘4gd sebagai lembaga
Musyawarah, yang berperan sebagai dewan yang memilih dan menentukan Kepala
Negara ataupun Kepala Daerah.

Al-Mawardi menafsirkan ahlul Halli wa al-‘Aqdi (yang disebut dengan DPR
sekarang) yaitu ahlul ikhtiar (golongan orang yang berhak memilih). Sedangkan Para
cedikiawan muslim seperti Muhammad Abduh, Rasyid Rida, Al-Razi, dan Al-
Maragi menafsirkan ahl al-Hall wa al-‘4qd dengan sebutan ulil amri sebagaimana

ayat suct al-Qur’an, yaitu berbunyi:

? Kata syura berasal dari kata kerja syawara-yusawiru yang berarti menjelaskan,
menyatakan, atau mengajukan, dan mengambil sesuatu. Bentuk-bentuk lain dari kata syawara adalah
tasyawara, artinya berunding, saling bertukar pendapat, syawir, yang artinya meminta pendapat atau
musyawarah. Syura atau musyawarah yaitu saling menjelaskan dan merundingkan. Jadi kata syura dan
jenisnya dalam bahasa Arab diterjemahkan menjadi permusyawaratan atau hal bermusyawarah dalam
bahasa Indonesia. Lihat Kafrawi Ridwan dkk. (ed), Ensiklopedi Islam, jilid 5 (Jakarta: Yayasan Obor
Indonesia, 1987), hlm 18. Sedangkan menurut Louis Ma’luf, Al-munjid Fi-al-Lughah wa al-‘Alam,
(Bairut: Dar al-Misrig, 1966), hal. 407-408. Menjelaskan babwa syura atau musyawarah secara
etimologis berarti nasehat, konsultasi, perundingan, pikiran, atau konsideran permufakatan. Secara
teriminologis berarti majelis yang dibentuk untuk mendengarkan saran dan ide sebagaimana mestinya
dan terorganisir dalam masalah kenegaraan.
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Kemudiaan dalam pemilihan kepala daerah tentunya tidak lepas dari konsep
musyawarah antara ahl al-Hall wa al-‘Aqd dengan kepala negara, untuk menentukan
kebijakannya. Karena kebijakannya tersebut berdasarkan aspirasi masyarakat, untuk
memilih kepala daerah atau kepala negara, yang bisa berlaku adil, dan tentunya
mempunyai akhlak yang baik, kemudian yang melakukan sholat.’
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Adapun tentang kebijakan Rasulullah tentang pengangkatan seorang pejabat,
seorang pemimpin ataupun seorang kepala pemerintahan dengan memilih kepala
daerah yang tidak lemah, karena kepemimpinan akan dipertanggung jawabkan di hari

kiamat, maka Rasulullah saw bersabda:
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! An-Nisa (4) : 59.
2 Al-Imran (3) : 159.
3 Asy-Syura (42) : 38.
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F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field study Reseach). “’Dan
mengetahui gambaran yang jelas, interpretasi mengenai sistim Peran DPRD dalam
pemilihan kepala daerah pada era otonomi daerah, di DIY. Penyusun melakukan
penelitian dilapangan untuk memperoleh data yang digunakan sebagai sumber
primer, kemudian untuk mendukung penulisan penelitian tulisan, penyusun
menggunakan data sekunder yang di ambil dari buku-buku, kitab — kitab / sumber —
sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini.
2. Sifat penelitian
Sifat penelitian adalah “ dikriprif — analitik < yaitu metode penelitian yang
menuturkan data, menganalisa data dan kemudian menyimpulkannya.
3. Tehnik Pengumpulan Data
a) Wawancara yaitu mengadakan Tanya jawab secara langsung dengan
responden atau para staf — staf DPRD.
b) Dokumenter yaitu memperoleh data dengan menelusuri dan mempelajari
dokumen tentang peran DPRD dalam pemilihan }cepala daerah DIY.

¢) Populasi dan Sampel

24 Abu Husain Muslim al-Qusyayri, Al-Jami' as-Shahih, (Beirut: Dar-al-Fikr, tt)

25 Defenisi dari Penelitian ini adalah suatu jenis penelitian yang dilakukan dilapangan yang
didasari sebuah kasus yang didapati, pada objek penelitian. Lihat, Husaini Usman dan Purnomo
Seteadi Akbar.M.P. (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), him. 5.
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Dalam penyusunan Skripsi ini penyusun menggunakan sampel yang bertujuan
(purposive sample), yaitu suatu cara pengambilan subjek bukan berdasarkan atas
strata, random atau daerah tetapi berdasarkan atas tujuan tertentu.

4. Metode Pendekatan.

a) Pendekatan Normatif adalah pendekatan terhadap suatu masalah
melihat sesuatu itu baik atau tidak, benar atau tidak dll, berdasarkan
norma yang berlaku.

b) Pendekatan Yuridis yaitu pendekatan yang berkaitan dengan masalah-
masalah yang diteliti dengan berlakunya UU otonomi daerah.

¢) Pendekatan Historis yaitu pendekatan yang berkaitan dengan konsep
sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. Analisa Data

Untuk menganalisa data yang telah terkumpul penyusun menggunakan

metode sebagai berikut:

a) Metode Analisa Kualitatif, yaitu tehnik deskriptis-analitik non
étatistik. Metode ini digunakan untuk data non angka maka analisa
yang digunakan juga analisa non statistik dengan menggunakan
metode deduktif, yaitu cara berfikir yang bertolak dari date} yang
bersifat umum, kemudian diuraikan menjadi data khusus.

b) Komparasi, yaitu perbandingan antara dua sudut pandang atau lebih

untuk ditemukan unsur-unsur konvergensi dan divergensinya.
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G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini akan disusun dibagi dalam tiga bagian pokok yaitu pendahuluan,
isi dan penutup. Semuanya ada dalam lima bab. Adapun gambaran umum mengenai
isi pembahasan dalam skripsi ini kami kemukakan sistematika pembahasan sebagai
berikut:

Bab I berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan
masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian
dan sistematika pembahasan. Dalam Bab II menjelaskan tentang pengertian secara
umum tentang Kepala Daerah. Selanjutnya pada Bab III menjelaskan peran DPRD
DIY secara umum dalam pemilihan kepala daerah di era otonomi tahun 2003, dari
proses hingga persidangan, dengan menggunakan konsep field research. Dan
menjelaskan penerapan otonomi daerah. Pada Bab IV berisi tentang analisis
penyusun yang menganalisa berbagai data yang falid dinyatakan dalam penyusunan
skripsi yang bertema Peran DPRD DIY dalam Pemilihan Kepala Daerah di era
otonomi (perspektif figih siyasah), baik data tertulis maupun secara wawancara
kemudian dianalisa. Akhirnya skripsi ini ditutup pada Bab V Penutup berisi tentang

kesimpulan, saran, dan Daftar Pustaka.




BABYV

A. KESIMPULAN

DPRD DIY sebagai lembaga Perwakilan Rakyat memiliki peran yang sangat
' 'strategis dan menentukan dalam pemilihan Kepala Daerah sesuai dengan aspirasi
masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam penetapan Kepala Daerah, DPRD
Daerah Istimewa Yogyakarta tidak hanya mendasarkan kepada peraturan
perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga memperhatikan sejarah, budaya dan
suasana batin kehendak rakyat DIY.

Dalam persepektif figih siyasah keputusan DPRD DIY dalam menetapkan
Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai kepala daerah dan KGPAA Paku Alaman
IX sebagai wakil kepala daerah adalah sesuai dengan seméngat dan hakekat hukum
Islam. Karena DPRD DIY sebagai ahl al-Hall wa al-‘Aqd telah melaksanakan
amanat rakyat dengan menetapkan Amir (Kepala Daerah) sesuai dengan kehendak
mayoritas rakyat DIY. Aksi massal rakyat Yogyakarta di gedung DPRD DIY

merupakan bentuk dukungan dan bai’at kepada pimpinannya

80
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B. Saran-saran

Mempertimbangkan hasil kajian yang telah penyusun memberikan saran

sebagai berikut:

1.

Perlu adanya penataan kembali tentang status Keistimewaan Yogyakarta, yang
mempunyai kajian sejarah yang sangat panjang, dan karena Yogyakarta
mempunyai peran aktif dalam masa kejayaan Indonesia merdeka, yang
dilakukan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX sendiri. Sehingga status
Keistimewaan tersebut mempunyai peran dalam mengharumkan nama Kota
Pelajar, Kota budaya, dan mekanisme Pemilihan Kepala Daerah Propinsi yang
berbeda dengan daerah lainya, seperti, Daerah Istimewa Aceh sendiri.

Perlu memperbanyak buku-buku tentang status Sultan sebagai Gubernur dalam
ruang lingkup sebagai Kepala Daerah Yogyakarta dan buku UU Keistimewaan
Yogyakarta, karena secara Ideal menurut sejarawan UGM, dan para Pakar
Hukum dan Tata Negara UGM, sebenarnya perlu adanya pemisahan antara
Gubernur dan Kepala Daerah. Kepala Daerah dipimpin oleh Sri Sultan sendiri,
sedangkan Gubernur dipimpin oleh pihak luar yang tentunya dipilih secara
demokratis. Namun hal tersebut belum ada kesepakatan dari DPRD dan
keluarga kraton sendiri. Dan perlunya kejelasan tentang status pemilihan
Kepala Daerah yang dianut oleh Yogyakarta. Adapun buku tentang UU
Keitimewaan agar menambah wawasan masyarakat tentang status dan

kejelasan sejarah Yogyakarta.
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Lampiran I

TERJEMAHAN

HIALAMAN

FOOTNOOT

ARTI

12

12

12

12

21

22

23

24

BABI

Hai orang-orang beriman, ta’atilah Allah dan
ta’atilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu.
Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang
sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-
Qur’an) dan Rasul (sunahnya), jika kamu benar-benar
beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang
demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik
akibatnya.

Maka disebabkan rahmat dari Allahlah kamu berlaku
lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu
bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka
menjauhkan diri  dari sekelilingmu. Karena itu
ma’afkan mereka, mohonkan ampun bagi mereka,
dan bermusyawarah dengan mereka dalam urusan itu.
Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad,
maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya
Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal
kepada-Nya. '

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi)
seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang
urusan - mereka (diputuskan) dengan musyawarat
antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian
dari rejki yang kami berikan kepada mereka.

Saya pernah meminta kepada Rasululloh supaya
mengangkat saya secbagai pejabat, Rasulullah
menjawab, engkau seorang yang lemah, mudah
dipengaruhi orang lain, sedang tugas ini adalah suatu
amanah dan di hari kiamat mendatangkan penyesalan
dan kehinaan, terkecuali jika dapat dipengaruhi
haknya dengan sempurna dan dijalankan kewajiban
itu sebagaimana mestinya.
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18

18

18

21

28

31
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17

31

39

BAB II
Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Malaikat
“sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang
khalifah di muka bumi”

Dan ingatlah olehmu di waktu Tuhan menjadikan
kamu pengganti-penganti (yang berkuasa) sesudah
kaum A’ad.

Sesungguhnya pemimpin kamu hanya Allah, dan
Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman, yang cirri-
cirinya tetap mengerjakan sholat, menunaikan zakat,
seraya mereka tunduk (kepada Allah).

Dan barangsiapa memilih Alloh dan Rasul-Nya dan
orang-orang beriman menjadikan pemimpinnya,
maka sesungguhnya pengikut (agama) Allah itulah
yang menjadi pemenang.

Hai orang-orang beriman, ta’atilah Allah dan ta’atilah
Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian
jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka
kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan
Rasul (sunahnya), jika kamu benar-benar beriman
kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu
lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Hai orang-orang beriman, ta’atilah Allah dan ta’atilah
Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian
jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka
kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan
Rasul (sunahnya), jika kamu benar-benar beriman
kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu
lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Hai Nabi, bila telah datang kepadamu perempuan-
perempuan beriman mengadakan bai’at (janji setia)
bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu
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33

33

33

40

42

43

44

45

pun dengan Allah, tidaka akan mencuri, tidak akan
berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak
akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara
tangan dan kaki mereka (mengadakan pengakuan
palsu tentang hubungan seksual dan akibat-
akibatnya), dan tidak akan mendurhakaimu dalam
urusan ma’ruf, maka terimalah bai’at mereka dan
mohonkanlah  ampun kepada  Allah  untuk
mereka. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi
maha penyanyang.

Sesungguhnya  Allah memerintahkan  kamu
menunaikan  amanat kepada yang  berhak
menerimanya dan (memerintahkan kebijaksanaan)
diantara kamu Supaya menetapkannya dengan
adil sesungguhnya  Allah  memberi pengajaran.
Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang
sebaik-baiknya kepada kamu Sesungguhnya Allah
maha mendengar lagi maha melihat. (58) Hai orang-
orang beriman, ta’atilah Allah dan ta’atilah Rasul
(Nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika
kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka
kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan
Rasul (sunahnya), jika kamu benar-benar beriman
kepada Allah dan hari kemudian Yang demikian itu
lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (59)

Dan janganlah kamu menjadi penentang orang-orang
yang tidak bersalah karena (membela) orang-orang
yang khianat.

(Berhati-hatilah!) Doa yang teraniaya diterima Allah
walaupun ia durhaka, (karena kedurhakaanya)
dipertanggungjawabkan oleh dirinya sendiri.

Tidak dibenarkan deagan adanya ketaatan kepada
seorang makhluk dalam kemaksiatan kepada Khalig
(Allah).

Seorang muslim wajib memperkenankan dan taat
menyangkut apa saja (yang diperintahkan ulil amri),
suka atau tidak suka, kecuali bila ia diperhatikan

I




berbuat maksiat, maka ketika itu tidak boleh
memperkenankan, tidak juga taat.




Lampiran IT
DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Bagaimanakah Peran DPRD Yo gyakarta dalam Pemilihan Kepala Daerah ?

2. Apa saja mekanisme pemilihan kepala daerah ?

3. Bagaimana penerapan Otonomi daerah UU No. 22 Tahun 1999 di DIY ?

4. Apa maksud dari kepala daerah bagi Yogyakarta ?

5. Apa saja isi dari UU Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), No. 3/1950 tentang
keistimewaan Yogyakarta ?

6. Apa penyebabnya Yogyakarta menganut sistem keistimewaan 9

7. Sebutkan apa saja Tugas dan Kewajiban DPRD Yogyakarta ?

8. Bagaimana keputusan dari pemilihan Kepala Daerah 9

9. Apakah sistem demokrasi dianut oleh DIY dalam pemilihan Kepala Daerah ?

10. Ataukah sistem monarchi/ kerajaan yang dianut oleh DIY dalam pemilihan Kepala
Daerah ?

13. Apakah sistem demokrasi dan monarchi yang dianut oleh DIY dalam pemilihan

Kepala Daerah ?



Lampiran I

BIOGRAFI ULAMA

Al-Mawardi

Nama lengkapnya Ilmuwan ini Abu Hasan Ali bin Habib al-Mawardi al-Bashri, yang
hidup, antara tahun 364 H atau 975 M dan 450 H atau 1059 M. Beliau seorang pemikir
terkenal, tokoh terkenal, tokoh terkemuka mazhab Syafi’l dan pejabat tinggi yang
pengaruhnya besar pengaruhnaya dalam pemerintahan Abbasiyah. Setelah berpindah-
pindah dari satu kota ke kota lain sebagai hakim, akhirya beliau kembali dan menatap di
Baghdad, dan mendapat kedudukan yang terhormat pada pemerintahan khalifah Qodir.
Karya-karya al-Mawardi antara lain: Adab ad-Dunya wa ad-Din, al-ahkam, as-
Shulthaniyyah, Qowanin al-Wuzarah, Siyasah al-malik dan masih banyak lagi karya-
karya yang lain.

Ibnu Khaldun

Sejarahwan dan teoritikus filsafat sejarah yang tidak tertandingi. Nama lengkapnya
Abdur Rahman Abu Zaid bin Muhammad bin Abu Bakar bin Hasan, karya beliau tentang
sejarah perjalanan bangsa-bangsa yang diawali dengan pengantar, yaitu muqaddimah
yang menjadi acuan teoritisnya, justru menjadikannya sangat terkenal. Pernah menjabat
sebagal hakim sewaktu menatap di Mesir sampai meninggal dunia. Beliau adalah
keturunan Arab dari Hadra maut yang pertama, yang hijrah ke tanah Andalusia, dan lahir
di Tunisia, kemudian selama hidupnya melakukan banyak pengembaraan dan menetap di
Mesir.

T. M. Hasby Ash-Shiddieqy

Nama lenkapnya Tengku Muhammad Hasby Ashiddieqy, dilahirkan di lakseumawe utara
pada tanggal 10 maret 1904. Beliau adalah putra Teuku Haji Husain seorang ulama
terkemuka dan mempunyai hubungan darah dengan Abu ja’far As-Shiddiqy. Pertama
beliau belajar agama pada ayahnya kemudian diteruskan di pondok-pondok pesanten di
Aceh dan Sumatra utara selama 15 tahun. Beliau pernah belajar bahasa Arabpada Syeich
Muhammad ibn al-kalabi. Pada tahun 1927, beliau belajar di sekolah aliyah Al-Irsyad
Surabaya. Semenjak tahun 190-1960 beliau menjadi dosen di PTAIN Yogyakarta.
Kemudian pada tahun 1960-1970 menjadi dekan fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga



Yogyakarta. Beliau dikukuhkan menjadi guru besar dalam ilmu syari’ah Islam(H. Islam)
Pada tahun 1972. Dan pada bulan juni dianugrahi menjadi Doktor Honoris causa di
Universitas Islam bandung (UNISBA). Dan pada tanggal 29 oktober 1975, beliau
dianugrahi Doktor Honoris causa dalam Ilmu syari’ah (H. Islam).

Beliau adalah termasuk ulama besar di Indonesia disamping seorang yang produktif
didalam menulis buku-buku agama, diantara karya-karya beliau antara lain: Dalam Islam,
peradilan dan hukum acara Islam, Ilmu figih Islam, dil Karya-karya beliau banyak
dipakai standar mahasiswa terutama di fakultas Syari’ah dan perguruan tinggi lainnya.

AS-Saiyid Muhammad Rasyid Ridha

Nama lengkanya 4s Saiyid Muhammad Rasyid Ridha. Lahir di Kalmun suatu kampung di
labnan (libanon), pada tanggal Jumadal Ula tahun 1282 H = 1865 M, dan meninggal pada
bulan Jumadal Ula pada tahun 1354 H = 1953 M. Seorang mujtahid dunia Islam abad ke
— XX, seorang lautan Sunnah, yang payah dicari saingannya, yang mempusakai ilmu Al
Ustadz Asy syaikh Muhammad ‘Abduh. Pada tahun 1345 H. Beliau pindah ke Mesir
untuk menenui Muhammad ‘Abdub. Pada tahun itu juga beliau mengeluarkan majallah
“Al Manar”, suatu majallah yang menjadi penyuluh “ulama Muslihin Di Benua Timur,
terutama di Indonesia ini.
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UNDANG-UNDANG OTONOMI DAERAH 1999

TENTANG TUGAS DAN ‘WEWENANG DALAM MEKANISME PEMILIHAN

KEPALA DAERAH

Pasal 18

menjelaskan tentang DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

a.

b.

@

memilih Gubernur / Wakil Gubernur, Bupati / Wakil Bupati, Walikota / Wakil
Walikota;

memilih anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dari utusan Daerah;
mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur / Wakil Gubernur,
Bupati / Wakil Bupati, atau Walikota / Wakil Walikota.

bersama-dengan Gubernur, Bupati, atau Walikota membentuk Peraturan Daerah;
bérsamél dengan Gubernur, Bupati, -atau Walikota menetapkan Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah;

melaksanakan pengawasan terhadap:

[) Pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lain;

2) Pelaksanaan Keputusan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

53) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah;

4) k@bijakan Pemerintah Daerah: dan

5) Pela'ksanaan kerja sama internasional di Daerah;

Memberikan pendapat dan pertimbangan kepa-d'a Pemerintah terhadap rencana

perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan Daerah; dan



h. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi Daerah dan masyarakat.

Pasal 33

Yang dabat ditetapkan menjadi Kepala daerah adalah Warga Negara Indonesia

sebagai syarat-sarat:

a. Berte;qwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. Setia (.ian. taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah yang
syah;'

c. Tidal; pernah terlibat dalam kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
yang dinyatakan dengan surat keterangan ketua Pengadilan Negeri;

d. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / sederajat;

e. Berumur sekurang-kurangnya tiga puluh tahun;

f.  Sehat jasmani dan rohani;

g. N.yatainyata tidak terganggu Jiwa/ingatannya;

h. Tid;ﬂz bAex_'nah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;

I Tidak sedang dicébut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri;

iE Meﬁge‘nal Daerah dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya;

k. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi; dan

l. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Daerah.



Pasal 34
Adapun mekanisme pengisian jabatan Kepala Daerah dan Waki] Kepala
Daerah hanya terfokus dalam Pasal 34 bagian (1) dan (2) yaitu:
I Pengké{an Jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilakukan oleh DPRD
melaléli pemilihan secara bersamaan
2. Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, ditetapkan oleh DPRD melalui
taha‘l.jnpencalonan dan pemilihan.

Sebagaimana ketentuan tentang DPRD sebagai Panitia yang merangkap
sebagai_ anggota-anggota dalam UU 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah,
pasal 34 ayat (3). (4) dan (5) yaitu:

3). Untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Daergh dan Wakil Kepala Daerah,
dibentuk Panitia Pemilihan.

4). Ketua dan para Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah Ketua dan Wakil
Ketua Panitia Pemilihan merangkap sebagai anggota.

5). Sekretaris DPRD karena Jabatannya adalah sekretaris Panitia Pemilihan, tetapi
bukan anggota.

'Adapun tugas DPRD dalam pasal 35 ayat (1) tentang pelaksanaan pemilihan
Kepala Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 34 ayat (3), yaitu bertugas:
a. Melakukan pemeriksaan berkas identitas mengenai bakal calon berdasarkan

persyaratan yang telah ditetapkan dalam pasal 33;

b. Melakukan kegiatan teknis pemilihan calon; dan

¢. Menjadi penanggung jawab penyelenggaraan pemilihan.



N

(OS]

Pasal 36
Setiap fraksi melakukan kegiatan penyaringan pasangan bakal calon sesuai
denga.n sy.arat yang ditetapkan dalam pasal 33.
Setiap fraksi menetapkan pasangan bakal calon Kepala Daerah dan calon Wakil
Kepalad Daerah dan menyampaikannya dalam rapat paripurna kepada pimpinan
DPRD.
Dua Fraksi atau lebih dapat secara bersama-sama mengajukan bakal calon Kepala

Daerah dan bakal calon Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).

Pasal 37
Dalam 'Rapal Paripurna DPRD, setiap fraksi atau beberapa fraksi memberikan
penjelasan mengenai bakal calonnya.
Pimpi.nan DPRD mengundang bakal calon dimaksud untuk menjelaskan visi, misi
serta rencana-rencana kebijakan apabila bakal calon dimaksud terpilih sebagai
Kepala Daerah.
Anggéta DPRD dapat melakukan tanya Jawab dengan para bakal calon.
Pimpinan DPRD dan pimpinan frakés’i-fraksi melakukan penilaian atas
kemampuan dan kepribadian para bakal calon dan melalui musyawarah atau
pemungutan suara menetapkan sekurang-kurangnya dua pasang calon Kepala

Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah yang akan dipilih satu pasang diantaranya

oleh DPRD.
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Pasal 38
Nama-nama calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur yang telah ditetapkan
oleh pimpinan DPRD dikonsultasikan déngan Presiden.
Nama-nama calon Bupati dan calon Waki] Bupati serta calon Walikota dan calon
Wakil Walikota yang akan dipilih oleh DPRD ditetapkan dengan keputusan

pimpinan DPRD.

Pasal 39

Pemilih'an calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala daerah dilaksanakan
dalam Rabat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga
dari jumlah DPRD. |

Apabila jumlah anggota DPRD belum mencapai kuorum, sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), pimpinan rapat dapat paling lama saty Jjam,

ApaBiIa ketentuan, sebagaimana dimaksud diatas pada ayat (2), belum dicapai,
rapat paripurna diatur paling lama satu jam lagi dan selanjutnya pemilihan calon

Kepala daerah dan calon Wakil Kepala Daerah.

Pasal 40
Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilaksanakan secara

langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adjl.
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Setiap anggota DPRD dapat memberikan sarannya kepada satu pasang calon
Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah dari pasangan calon yang
ditetapkan oleh pimpinan DPRD, sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (4).
Pasangan calon Kepala Daerah dan calon Waki Kepala Daerah yang memperoleh
suara terbanyak pada pemilihan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan

sebég_ai Kepala Daerah oleh DPRD dan disahkan oleh Presiden.

Pasal 41

Kepala daerah mempunyai masa jabatan lima tahu dan dapat dipilih kembali hanya

untuk sekali masa jabatan.

L2

Pasal 42
Kepala Daerah dilantik oleh Presiden atau pejabat lain yang ditunjuk untuk
bertindak atas nama Presidgri.
Sebelum memangku jabatannya, Kepala Daerah mengucapkan sumpah / janji.
Susunan kata-kata sumpah / janji dimaksud adalah sebagai berikut:
"‘Dem.i Allah (Tuhan), saya bersumpah / berjanji bahwa saya akan memenuhi
kewc;jiban sava selaku Gubernur / Bupati / Walikota dengan sebaik-baiknya,
sejujur-jujurnya, seadil-adilnya,;  bahwa saya akan selalu taat dalam
mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bakhwa

saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan undang-undang Dasar 45



sebagai konstitusi hegara serta segala peraturan perundang-undangan yang

berlaku bagi Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

4. Tata Eax‘é pengucapan sumpah / janji dan pelantikan bagi Kepala Daerah ditetapkan

oleh Pemerintah,



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAMN PERENCANAAN DAERAH -
(BAPEDA)
Kepatihan Danurejan Yogyakarta - 55213

Telepon : (0274) 569583, {(Paw. 1209-217), 562811 (Psw.:243. 247)
Fax. (0274) 586712 E-mail : bappeda_diy@p}asa.com

SURAT KETERANGAN { IJIN
Nomor:07.0/7/¢
Membaca Surat - Dekan Fak. Syariah-IAIN"SUKA" Yk Nomor :IN/DS/PP.OO.9/699/2004
Tanggal : 20-07-2004 Perihal :ljin Penelitian
Mengingat 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman

Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan
Departemen Dalam Negeri,

Keputusan Gubernuyr Daerah Istimewa Yogyakarta No. 162 Tahun 2003
tentang Pemberian Izin/Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian dan Pendataan
di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Ny

Diijinkan kepada

Nama © YOHANA ANDRIANI No. Mhs./NIM : 00370477
Alamat instansi - Jin. Marsda Adisucipto Yogyakaria )
Judul : PERANDPRD PROPINSI DAERAH ISTIMEWA Y()GYAKARTA DALAM

Lokasi
Waktunya : Mulai tanggal

PEMILIHAN KEPALA DAERAH PADA ERA OT ONOMI TAHUN 2§03
{Perspektif Figh Siyasah)

Kota Yogyakarta

24-04-2004 si¢ 24-10-2004

Dengan Ketentuan

-

@

oo

. Terlebih dahuly menemui / melaporkan  dirj Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati/

Walikota ) untuk mendapat petunjuk seperlunya;

Wajib menjaga tata tertip dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;

Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernyr Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
(Cq. Kepala Badan Perencanaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)

ljin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan terientu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah
dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;

Surat ijinini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;

Suratifin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuni ketentuan - ketentuan tersebut
di atas.

Kemudian diharapkan para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya.

Tembusan Kepada Yth. : Oikeluarkan di - Yogyakarta

1.

2. Walikota Yogyakarta C.q Ka. Bappeda:
3. Ka. DPRD Prop.DiY:

4. Ka. Biro Hukum Setda Prop.DIY:

5. Ka. Biro Umum Setda Propinsi DIY:

6. Ka. Biro Tapem Setda Prop.DIY:

7. Pengageng Kraton Ngayogyakarta

8. Dekan Fak. Syariah-IAIN"SUKA" Yk;
8! Pertinggal. '

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Pada tanggal

" 24-04-2004
( Sebagai Laporan )

A.n. GUBERNUR

L NANANG SUWANDI
TP, 480 022 448



DEPERTEMEN AGA MA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGER{ SUNAN KALI JAGA
FAKULTAS SYARI'AH
Alamat : Jin. Marsda Adisucipto Telp./¥ak. (0274) 512840
YOGYAKARTA
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Nomor: I'N/DS/PP.OO.Q/@ /2004 Yogyakarta, 20 Juli 2004
Lamp.
Perihal : Rekomendas;i Pelaksanaan Riset

Kepada

Yth, Gubernur Kepala Dacrah Istimewa Yogyalarta
Cq Ketua BAPEDA Propinsi DIy

Di Yogyakarta

Assalam ualaikum Wr. Wh.

Dengan kamj sampaikan dengan hormat kepada Bapak Gubernur, bahwa
untuk pelengkapan menyusun skripsi / tesig dengan judul -

PERAN DPRD PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DATLAM PEMILIHAN KEPALA DAERAI DI ERA OTONOM]
TAHUN 2003 ( PRESPEKTIF FIQII SIYASALL ).

Kanii  mohon kiranya bapak  gubernur berkenan memberikan
REKOMENDAS] kepada mahasiswa kami

Nama “Yohans Andriani
NIM - 200370477
Semester S VI

Jurusun 2JS-2

Untuk mengadakan penelitian ( Riset ) ditcmpat-tcmpat sebagai berikyt -
I. DPRD Yogyakarta :
2. Kantor Gubernyr Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Kraton Yogyakarta

Metode pengumpulan data secarg wawancara, observasi dap dokumentas;
pada lokasi tersebyt diatas sebagai Syarat untvk memperoleh gelar Sarjana
pada Fakultas Syari’ah TAIN Sunan Kalijaga Yogyakearta,

Adapun waktunya mulai [5 Jyn; s/d 28 Juli 2004 .
Dengan dosen Pembimbing : Drs. 4 Barmawi Mukri, SH., M.Ag,
Drs. H. Abdul Madjid

Demikian atag permohonan kami, sebelumnya kami ucapian terima kasih

Wassalamu’alafkum Wr. Wb.



Nama
Tempat/ Tanggal lahir
Alamat Asal

Alamat di Yogyakarta

Riwayat Pendidikan

Pengalaman Organisasi

CURICCULUM

: Yohana Andriyani

: Batang 10-Oktaber 1981

: Majasari Blok Santri Girang Rt 15 Rw 04 No 67
“Sliyeg Indramayu Jawa Barat.

: Asrama Putri Barokah JI. Timoho No.61 C Ngetak

Sapen Yogyakarta,

a. TK Islam PUI] Jatibarang lulus tahun 1984 _

b. SDN Majasih I] Indramayu lulus tahun 1992

C. MTs Pesantren Modern As-Sakienah Jawa
Barat lulus tahun 1995

d. MA Pesantren Modern As-Sakienah Jawa Barat
lulus tahun 1998

€. UIN Sunan Kalijaga Jurusan JS (Pidana dan

Tata  Negara Islam) Syari’ah

I. Bagian Pengasuhan Dan Keamanan Pusat, Pondok Pesantren Modern

Nurussalam Rengasdengklok Karawang. Tahun 1998-1999

2. Bendahara Pusat, Pondok Pesantren Modern Nurussalam Rengasdengklok
Karawang Tahun 1998-1999

3. Ketua Feminin Section ORSAS PP Modern As-sakienah tahun 1997-1998.

4. Ketua Sima“an Al-Qur’an PP Sunan Pandanaran Yogyakarta, tahun 2000-

2001,

5. Devisi Advokasi dan HAM BEMJ JS Syari’ah tahun 2001-2002.

X1l
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KEPUTUSAN '
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERA
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 38 /K/DPRD/2003

TENTANG

TATA TERTIB PENETAPAN/PENGAN GKATAN

CALON KEPALA DAERAH DAN CALON WAKIL KEPALA DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA MASA JABATAN 2003 - 2003

Menimbang

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

a. bahwa dengan berakhirnya masa Jabatan Kepala Daerah dan Walkil

Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimews Yogyakarta untuk masa
jabatan 1998 — 2003, maka perly segera dilaksanakan benetapan /
pengangkatan Kepala Daerah dan Waki] Kepala Daerah Propinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta masa jabatan 2003 - 2008;

. bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf ¢ Undang—undang

Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas dan wewenan g
mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur/Waki]
Gubernur dan berdasarkan Penjelasan Pasa] 122 Undang - undang
Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daeral disebutkan

 Pengakuan Keistimewaan Propinsi Daerah [stimewa Yogyakarta

didasarkan pada asal-usul dan beranannya dalam sejarah perjuangan
nasional, sedangkan: is keistimewaannya adalah pengangkatan
Gubernur dengan ‘mempertimbangkan calon dayi Keturunan Sultan
Yogyakarta dan Waki] Gubernur dengan mempertimbangkan Calon
dari Keturunan Paky Alam yang memenuh; Syarat sesuai dengan
Undang-undang ni;

. bahwa dengan memperhatikan aspirasi rakyat melalui pendapat akhir

Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 3
September 2003 mengusulkan Sri Sultan Hamengku Buwono X
sebagai Calon Gubernur dan KGPAA Paku Alam IX sebagai Calon
Wakil Gubernur dengan cara penetapan / pengangkatan:

. bahwa dalam rangka pengisian Jabatan Kepala Daerah dan Waki]

Kepala Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta menyusun tata tertib tentang Penetapan /
Pengangkatan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah
Propinsi Daerah Istimews Yogyakarta Masa Jabatan 2003 - 2008:




LY

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, b, ¢, dan d.perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Tata
Tertib Penetapan/Pengangkatan Calon Kepala Daerah dan Calon
Wakil Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Masa
Jabatan 2003 - 2008.

Mengingat 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah

Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 3] Tahun
1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959;.

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan

Konsultasi-Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pengesahan dan
Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah:

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG
TATA TERTIB PENETAPAN/PENGANGKATAN CALON KEPALA
DAERAH DAN CALON WAKIL KEPALA DAERAH PROPINSI
DAERAH  ISTIMEWA YOGYAKARTA- MASA JABATAN
2003-2008.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1|

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

0.

Kepala Daerah adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Propinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta; :

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
selanjutnya disebut Sekretaris DPRD;

7
Calon Gubernur adalah Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Calon Wakil Gubernur
adalah KGPAA Paku Alam IX;

Panitia Penetapan/Pengangkatan adalah Panitia yang dibentuk  dengan Keputusan
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mempunyai tugas meiaksanakan proses
Penetapan/Pengangkatan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur. :



BAB II
PERSYARATAN MENJADI GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

Pasal 2

Yang dapat ditetapkan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Warga Negara Republik
Indonesia dengan syarat-syarat : ‘

a.

b.

o m o A

T

bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;

setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah

yang sah;

tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang dinyatakan
dengan surat keterangan Ketua Pengadilan Negeri;

berpendidikan sekurang kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan / atau sederajat;
berumur sekurang kurangnya 30 (tiga puluh ) tahun;

sehat jasmani dan rohani;

nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;

. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;

tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri;
mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya;
menyerahkan daftar kekayaan pribadi,

bersedia dicalonkan menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

: BAB III
TAHAPAN PENGUSULAN CALON

Pasal 3

Fraksi-fraksi mengusulkan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur dalam Rapat Paripurna. -

-BAB IV
TAHAPAN PENETAPAN/PENGANGKATAN

Bagian Pertama
Pembentukan Kepanitiaan

Pasal 4

(1) Untuk melaksanakan rangkaian proses penetapan/pengangkatan Gubernur dan Wakil

2)
3)
)

(5)

Gubernur perlu dibentuk Panitia Penetapan/Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur
yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

Panitia Penetapan/Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur terdiri dari 17 (tujuh belas)
Anggota mewakili Fraksi-fraksi ditambah 4 (empat) Pimpinan DPRD.

Ketua dan wakil ketua DPRD karena jabatannya adalah ketua dan wakil ketua panitia
penetapan/pengangkatan merangkap anggota. '

Sekretaris DPRD 'karena jabatannya adalah Sekretaris Panitia Penetapan/Pengangkatan
tetapi bukan anggota.

Tugas Panitia Penetapan/Pengangkatan berakhir pada saat Gubernur dan Wakil Gubernur
dilantik.



Pasal 5

Panitia penetapan/pengangkatan  Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur mempunyai
tugas : '

a.  mempersiapkan dan melaksanakan administrasi penetapan/pengangkatan;

b. melaksanakan kegjatan yang berkaitan dengan Rapat Paripurna penetapan/pengangkatan
Calon;

¢.  melaksanakan administrasi yang berkaitan dengan pengiriman berkas calon;

d. melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur;

Bagian Kedua
Verifikasi Persyaratan Administrasi

Pasal 6

(I) Panitia penetapan/pengangkatan meminta persyaratan administrasi kepada Calon Gubernur
dan Calon Wakil Gubernur.

(2) Panitia penetapan/pengangkatan meneliti persyaratan administrasi Calon Gubernur dan
Calon Wakil Gubernur.

(3) Panitia penetapan/pengangkatan mengesahkan persyaratan administrasi Calon Gubernuyr
dan Calon Wakil Gubernur.

(4) Panitia penetapan/pengangkatan- melaporkan hasi] verifikasi kepada Pimpinan DPRD
dalam Rapat Pimpinan DPRD.

Bagian Ketiga
Penetapan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur |

Pasal 7

(1) Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi menetapkan Calon Gubernur dan Calon Wakil
p -p . p . .
Gubernur dalam Rapat Pimpinan DPRD dan dituangkan dalam Keputusan Pimpinan
DPRD.

(2) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud
ayat (1) dil(Olnsujtasil<ax'1 kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri

Bagian keempat
Penetapan/Pengangkatan
Pasal 8

DPRD menetapkan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur dalam Rapat Paripurna DPRD
dan mengusulkan pengangkatannya sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur kepada Presiden.




BAB V
TAHAP PENGESAHAN
Pasal 9

Keputusan DPRD beserta berkas-berkasnya disampaikan kepada Presiden melalui Menteri
Dalam Negeri untuk disyahkan. ]

4)

BAR VI
TAHAP PELANTIKAN
Pasal 10

Pelantikan Gubernur dan- Wakil Gubernur dilaksanakan setelah diterbitkan Surat
Keputusan Pengesahan Gubernur dan Wakil Gubernur oleh Presiden.

Sebelum memangku jabatan, Gubernur dan Wakil Gubernur dilantik oleh Presiden atau
pejabat lain yang ditunjuk untuk bertindak atas nama Presiden.

Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan pada saat berakhirnya masa

Jjabatan Gubernur dan Waki! Gubernur.

Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan di Gedung DPRD atau gedung lain
dan tidak dilaksanakan dalam Rapat DPRD. :

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di- Yogyakarta
pada tanggal 23  September 203

DE EPRQYAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSEIAZ B ISTIMEWA YOGYAKARTA

&
SO,

-~



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAE: AH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYA . “RTA

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 39 /K/DPRD/2003

TENTANG

PENETAPAN / PENGANGKATAN CALON GUBERNUR DAN CALON WAKIL
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA MASA JABATAN 2003-2008

Menimbang

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

.

b.

bahwa dengan berakhirnya masa jabwan Gubernur dan Waukil
Gubernur  Daerah  Istimewa  Yogyak:

e ountuk masa jabatan
1998-2003, maka perlu segera

laksanakan  penetapan/
pengangkatan Gubernur dan Wakil Guobernur Daerah  Istimews
Yogyakarta masa jabatan 2003 - 2008;

bahwa dengan memperhatikan Aspirasi rakyat melalui pendapat
akhir Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propirisi
Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 3  September 2003
mengusulkan Sr1 Sultan Hamengku Buwono X sebagai Calon
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan KGPAA Paku Alam iX

- sebagai Calon Wakil Gubernur Daerah [stimewa Yogyakarta;

bahwa berdasarkan hasil verifikasi persyaratan administrasi Calon
Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Duerah Istimewa Yogyakarta
oleh Panitia Penetapan / Pengangkatan Calon Gubernur dan Calon
Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku
Buwono X dan KGPAA Paku Alam IX telah memenuhi syarat
untuk ditetapkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta untuk masa jabatan 2003 - 2008;

/

. bahwa atas dasar pertimbangan sebaga.nana dimaksud pada huruf

a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rak vat
Daerah  Propinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  tentung
Penetapan/Pengangkatan Calon Gubernur  dan Calon  Wakil
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta masa jabatan 2003-2008. -



Mengingat

Memperhatikan

Menetapkan

PERTAMA

O]

J

b

- Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Dacran

Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun
1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959;

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan
Konsultasi Calon Gubernur dan Calon \Wakil Gubernur, Pengesaion
dan Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah:

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyai Dacrah Propinsi Dacrah
[stimewa Yogyakarta Nomor 22/K/DPE /1999 tentang Tata " oriib

Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah  opinsi Dacrah  Istinewa
Yogyakarta;

- Keputusan Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Dacrah

Istimewa Yogyakarta Nomor 38/K/DPRI/2003 tentang Tata Tertib
Penetapan/Pengangkatan Calon Kepala Daerah dan Calon Wik
Kepala Daerah  Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Masa
Jabatan 2003~ 2008.

. Hasil Kesimpulan Rapat Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah

Propinsi Daerah Istimewa Yogvakarta dencan Pemerintah Flksekutif
p & oo o
pada tanggal 30 September 2003.

. Hasil kesimpulan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Propinsi. Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 3 September dan 2
Oktober 2003.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan nama Calon Gubernur dan nama Calon Wakil Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta masa jabatan 2003 — 2008 sebagai
berikut :

1.

2

Nama Calon Gubernur Daerah Istimewa Y ogyakarta, adaiah
Sri Sultan Hamengku Buwono X.

Nama Calon Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, adaian
KGPAA Paku Alam IX.



KEDUA : Mengusulkan nama Calon Gubernur dan nima Calon Wakil Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum
PERTAMA kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia untuk diangkat dan di sahkan sebagai
Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta masa
jabatan 2003 — 2008. '

KETIGA : Keputusan in1 mulai berlaku pada tanggal di tetapkan

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 Oktober 2003

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
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Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

Menteri Dalam Negeri RI;

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
Kepala Bawasda Propinst DIY;

Kepala Biro Hukum Setda Propinsi DIY;
Kepala Biro Pemerintahan Setda Propinsi DIY;
Kepala Biro Keuangan Setda Propinsi DIY;
Ketua Fraksi-fraks: DPRD Propinsi DIY.
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DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR €1 /K P/DPRD/2003

TENTANG

PENETAPAN CALON GUBERNUR DAN CALON WAKIL GUBERNUR DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA MASA JABATAN 2003-2008

Menimbang

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

d.

bahwa dengan berakhimya masa jabatan Gubernur dan Wakil
Gubemur Daerah Istimewa Yogyakarta untuk masa jabatan 1998 —
2003, maka perlu segera dilaksanakan penetapan/pengangkatan
Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta masa
jabatan 2003 - 2008; '

bahwa dengan memperhatikan Aspirasi rakyat melalui pendapat
akhir Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 3 September 2003
mengusulkan Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai Calon
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan KGPAA Paku Alam IX
sebagai Calon Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;

bahwa berdasarkan hasil verifikasi persayaratan administrasi Calon
Gubernur dan calon Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
oleh Panitia Penetapan / Pengangkatan Calon Gubernur dan Calon
Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku
Buwono X dan KGPAA Paku Alam IX telah memenuhi syarat
untuk ditetapkan sebagai Calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur
Dacerah Istimewa Yogyakarta untuk masa jabatan 2003 - 2008;

bahwa sesuai pasal 7 ayat (1) Keputusan Dewan Perwakilan Ralkyat
Daerah  Propinsi  Daerah  [stimewa Yogyakarta  Nomor
38/K/DPRD/2003 tentang Tata Tertib Penetapan/Pengangkatan
Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Propinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta masa jabatan 2003 — 2008, penetapan
calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur dituangkan dalam
Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;




Mengingat

Memperhatikan

Menetapkan

PERTAMA

€. bahwa atas dasar pertimbangangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, b, ¢ dan d perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
tentang Penetapan Calon Gubernur dan Calon Waki] Gubernur

Daerah Istimewa Yogyakarta masa jabatan 2003-2008.

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun
1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan

Konsultasi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pengesahan
dan Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

4. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 22/K/DPRD/1999 tentang Tata Tertib
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta;

5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 38/K/DPRD/2003 tentang Tata Tertib
Penetapan/Pengangkatan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil

Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Masa Jabatan
2003-2008.

Hasil Kesimpulan Rapat Pimpinan Dewan dan Pimpinan Fraksi-fraksi
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta tanggal 25 September 2003.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan nama calon Gubernur dan nama calon Wakil Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta masa jabatan 2003 — 2008 sebagai
berikut :

1. Nama Calon Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, adalah
Sri Sultan Hamengku Buwono X.

2. Nama Calon Wakil Gubernur Daerah [stimewa Yogyakarta, adalah
KGPAA Paku Alam X



